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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdsarakan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya dan data-

data yang telah diperoleh dari hasil riset, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Manggarai Barat pada tahun sebelum dan selama Covid-19 (2017-2022) 

yang paling besar terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 

sebesar 22% dengan kriteria kontribusi sedang karena >20%. Sedangkan 

kontibusi paling sedikit terjadi pada tahun selama Covid-19 juga yaitu 

pada tahun 2021 sebesar 8,44% dengan kriteria kontribusi sangat kurang 

karena <10%. 

2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Manggarai Barat pada tahun sebelum dan selama Covid-19 (2017-2022) 

yang paling besar terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 

sebesar 15% dengan kriteria kontribusi kurang karena >20%. Sedangkan 

kontibusi paling sedikit terjadi pada tahun sebelum Covid-19 juga yaitu 

pada tahun 2017 sebesar 6% dengan kriteria kontribusi sangat kurang 

karena <10%. 

3. Pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan 

terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 sebesar 1,48%, 

sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada tahun selama Covid-

19 yaitu tahun 2020 sebesar -0,64%. 
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4. Pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2017-2022 mengalami 

peningkatan terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 

sebesar 1,04%, sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada 

tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2020 sebesar -0,48%. 

5. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2022 mengalami 

peningkatan terjadi pada tahun sebelum Covid-19 yaitu tahun 2019 

sebesar 64%, sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada tahun 

selama Covid-19 yaitu pada tahun 2020 sebesar -42%. 

6.2 Saran  

Melalui kesimpulan ini pula penulis memberikan saran-saran yang kiranya 

menjadi bahan masukan, antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan kebijakan 

dengan Membuka kembali hotel dan restoran yang tidak beroperasi 

selama Covid-19 melalui pengawasan yang ketat dari pelaku usaha hotel 

maupaun restoran agar orang yang mau berkunjung tetap mengikuti 

protokol kesehatan. 

2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel bertambah seiring meningkanya 

jumlah kunjungan wisatawan macanegara, domestik, maupun lokal. 

Yang berimbas pada pendapatan hotel dan restoran. Dengan itu dinas 

pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Membuka kembali sektor wisata 

yang sempat ditutup karena wabah Covid-19.  

3. Mengatasi wajib pajak tidak telapor di tahun sebelum dan selama Covid-

19, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Pendapatan Daerah melakukan 
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pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari 

wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD), tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat wajib 

pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas dan secara 

langsung melihat potensi di masing-masing sektor pajak. 

4. Badan Pendapatan Daerah selaku SKPD yang menangani penerimaan 

daerah khususnya Pajak hotel dan restoran, harus mempunyai data 

historis agar dalam menetukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar 

penetapan target. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang 

sebenarnya di Kabupaten Manggarai Barat. 

5. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Satgas Korups 

pencegahan wilayah yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat lebih meningkatan pengawasan dan penegakan serta 

pengetatan sanksi administratif terhadap wajib pajak hotel dan restran 

agar tercapai efek jera bagi pelanggarannya. 

6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebaiknya 

memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau 

pengusaha Restoran dan Hotel tentang pentingnya pembayaran pajak. 

Bagi wajib pajak hotel dan restoran seharusnya bersikap terbuka dalam 

melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi 

mengenai pajak terutang. 

7. Dalam rangka peningkataan penerimaan di masa Covid-19 khususnya 

pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kabupaten Manggarai Barat perlu 
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melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan E-Tax (Electronic 

Tax). Sistem ini juga sebagai pendukung kegiataan secara daring di 

masa Covid-19. Selain itu, sistem ini dapat digunakan untuk 

meminimalisir kebocoran pajak serta dalam rangka mengawasi 

kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 
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